BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 
Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah bergeser ke arah desentralisasi yang lebih kuat, lebih luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional serta lebih efisien dan efektitif, seiring dengan digulirkannya semangat reformasi di segala bidang. Proses reformasi muncul sebagai bentuk perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik ke sistem pemerintahan yang bercorak desentralistik. Dalam sistem pemerintahan, perubahan pada lini pemerintahan juga terkait dengan aspek filosofi, teori dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang hendak dicapai. Penerapan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan,serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumberpembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut. 
Berlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah semakin memperjelas itikad baik pemerintahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan jalannya otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di daerah telah dibangkitkan semangat Desentralisasi dan Otonomi Daerah karena adanya perubahan–perubahan hampir ke seluruh tatanan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat, dapat lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Dengan adanya wewenang daerah untuk mengatur sendiri daerahnya, maka tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan cepat terwujud. Namun dengan belum adanya bentuk yang jelas dalam operasionalisasi otonomi tersebut,maka sering terdapat bias dalam hasil yang di dapat. Pelimpahan kewenangan dalam otonomi cenderung dianggap sebagai pelimpahan kedaulatan. Pada kondisi ini, otonomi lebih dipahami sebagai bentuk redistribusi sumber ekonomi/keuangan dari pusat ke daerah. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber ekonomi. Dengan begitu, konsep otonomi yang seharusnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik, justru menjadi tidak atau belum terpikirkan (Raharjo, 2012). 
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, pemerintah memerlukan peran lembaga yang efektif yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan negara yang profesional, handal dan kompeten. (Afiah & Azwari, dalam Nurdiana 2018). Hal itu seiring dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana tujuan Reformasi Birokrasi yaitu melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) (Nofianti & Suseno, 2014). Dalam rangka pemenuhan atas capaian tersebut, diperlukan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tanggungjawab dan dapat mengemban tugas dengan baik. Seseorang atau sekelompok orang tersebut merupakan manajemen dari suatu organisasi. Manajemen pemerintahan diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal (Febriam et.al, 2017).
Efektivitas sangat berkait dengan pencapaian tujuan. Tujuan Bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera yang berkelanjutan, langkah-langkah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga berdaya gunayang tinggi dengan memperhatikan peluang dan tantangan global. Efektivitas organisasi menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Efektivitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan segala sumber yang ada melalui sebuah proses organisasi yang optimal. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan sumber daya manusia akan meningkatkan efektivitas organisasi. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2017:134). 
Dalam struktur pemerintahan daerah, terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. OPD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Jenis-jenis OPD meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Masing-masing OPD memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, keberadaan OPD dalam struktur pemerintahan daerah merupakan elemen kunci yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antar OPD, pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya dengan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat di wilayahny
Sekretariat Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif. Disisi lain Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Inspektorat memiliki peran kunci dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Mereka berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan bahwa semua urusan pemerintahan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, Inspektorat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Dinas Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini menangani berbagai bidang spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan umum, dan berupaya menjalankan program-program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Salah satu OPD yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama BPKD adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, BPKD memiliki beberapa fungsi penting, termasuk penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, ditemukan permasalahan-permasalahan belum efektifnya organisasi untuk mencapai tujuannya seperti dalam pencapaian target dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Berdasarkan laporan kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis diketahui capaian kinerja pegawai dapat disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Capaian Kinerja Pegawai
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis
	No
	Unsur yang Dinilai
	Target
	Realisasi

	1.
	Sasaran Kerja Pegawai
	60%
	52,11%

	2.
	Perilaku Kerja
	40%
	34,44%

	
	Jumlah
	100%
	86,55%


Sumber: Bagian Kepegawaian. 2023
Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa capaian kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis terdiri dari dua unsur yang dinilai yaitu Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja. Untuk Sasaran Kinerja Pegawai dari target 60% terealisasi sebesar 52,11% termasuk kategori baik dan untuk perilaku kerja dari target sebesar 40% terealisasi sebesar 34,44% termasuk kategori baik namun belum mencapai target. Efektifitas organisasi ini menjadi landasan penting bagi organisasi pemerintahan dalam merumuskan strategi dan kebijakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan public atau tata kelola pemerintahan yang baik, akan tetapi efektifitas organisasi ini tidak akan terbentuk jika strategi-strategi SDM yang diterapkan pada pemerintahan tidak memiliki beberapa hal penting seperti modal intelektual, modal spiritual, dan modal sosial pada SDMnya. Maka penulis akan mencoba melakukan pendekatan pada modal intelektual. Hal tersebut dikarenakan SDM adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan itu sendiri.  Modal intelektual adalah sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada organisasi yang menghasilkan aset bernilai tinggi dan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi organisasi (Ulum, 2017:75). Modal intelektual pada pegawai BPKD Kabupaten Ciamis masih kurang optimal, khususnya aspek human capital yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukan dengan belum tercapainya target pekerjaan yang sesuai dengan yang ditentukan, belum optimalnya kondisi kerja yang kondusif sehingga banyak pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaiannya, belum adanya kerjasama seluruh unit kerja dan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan tingkat kepuasan pegawai yang masih rendah yang disebabkan oleh fasilitas kerja yang belum memadai, perhatian terhadap para pegawai masih kurang dan sebagainya. 
Adapun untuk capaian pimpinan perilaku kerja pegawai dapat disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut: 
Tabel 1.2
Capaian Perilaku Kerja Pegawai BPKD Kabupaten Ciamis
	No 
	Unsur yang Dinilai
	Target
	Realisasi

	1.
	Orientasi Pelayanan
	100%
	85%

	2.
	Integritas 
	100%
	85%

	3.
	Komitmen 
	100%
	85%

	4.
	Disiplin 
	100%
	85%

	5.
	Kerjasama
	100%
	85%

	6
	Kepemimpinan 
	100%
	85%

	Jumlah 
	100%
	86,11%

	Nilai Prestasi Kerja
	86,11% x 40%
	34,44%


Sumber: Bagian Kepegawaian. 2023
Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa realisasi perilaku kerja pegawai dari 6 unsur yang dinilai diperoleh realisasi sebesar 86,11% dengan target prilaku kerja sebesar 40% sehingga diperoleh nilai prestasi kerja 86,44% dikalikan dengan 40% diperoleh sebesar sebesar 34,44%. Unsur yang dinilai dalam perilaku kerja pegawai terdiri dari orientasi pelayanan, komitmen disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Belum efektifnya organisasi dalam melaksanakan kegiatannya diduga dipengaruhi oleh modal intelektual berupa human capital yang masih kurang seperti tidak semua pegawai bekerja sesuai dengan kemampuannya, satu sisi terdapat pegawai yang sibuk dalam menjalankan tugasnya, di pihak lain terdapat pegawai yang menganggur seharian karena tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Belum semua pegawai memahami tupoksi dan struktur kerjanya dengan baik. Sehingga menjadi kendala dalam memotivasi diri dan mendisiplinkan diri. Efektivitas organisasi merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep ini merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas organisasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target administratif, tetapi juga dengan kualitas pelayanan publik dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Pengukuran efektivitas organisasi dalam pemerintahan daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk kinerja pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah, memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi ini. Dalam upaya mencapai efektivitas organisasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai aspek internal dan eksternal. Aspek internal meliputi struktur organisasi, sistem manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, aspek eksternal mencakup dinamika lingkungan, perubahan kebijakan, dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep efektivitas organisasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah. Salah satunya dalam merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Modal intelektual (intellectual capital) telah menjadi salah satu aset tidak berwujud yang sangat penting bagi organisasi. Modal intelektual mengacu pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu entitas sosial, seperti organisasi, komunitas intelektual, atau praktik profesional. Konsep ini mewakili sumber daya bernilai tinggi yang memungkinkan organisasi untuk mentransformasikan berbagai sumber daya material, keuangan, dan manusia menjadi sistem yang mampu menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Namun, sifat tidak berwujud dari modal intelektual menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Organisasi menghadapi kesulitan dalam mengukur, menilai, dan melaporkan modal intelektual secara akurat. Selain itu, mereka juga harus mengembangkan strategi efektif untuk mengelola dan meningkatkan modal intelektual, serta melindunginya dari pesaing. Investasi dalam pengembangan modal intelektual, melalui pelatihan, penelitian, dan pengembangan, menjadi krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan organisasi di masa depan. Mengingat peran pentingnya dalam menciptakan keunggulan kompetitif, pemahaman yang lebih mendalam tentang modal intelektual dan pengelolaannya menjadi topik yang sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut
Modal Intelektual atau intellectual capital kini disadari merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan sebuah organisasi karena keterampilan dan pengalaman mereka terdapat pengelolaan/penciptaan pengetahuan pada organisasi dimana pengetahuan merupakan modal intelektual yang dipunyai oleh manusia sebagai unsur human capital. Organisasi membutuhkan human capital yang dapat menerjemahkan keinginan dan kebutuhan pelanggan dalam lingkungan persaingan yang cepat berubah. Human capital merupakan kapabilitas dan kompetensi orang-orang yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Efektifitas pegawai akan mencapai hasil yang maksimal apabila didukung dengan modal intelektual yang dimiliki. Maka setiap pegawai diharapkan untuk dapat secara terus menerus menggali pengetahuannya dan mendalami hal – hal yang bisa di explore di perusahaan. Sehingga setiap karyawan merasa memiliki peran untuk meningkatkan organisasi. Modal intelektual memiliki peran krusial dalam merefleksikan efektivitas pegawai dalam bekerja secara keseluruhan, yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian kinerja pegawai (Wahyudin dan Maulana, 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi masih menghadapi tantangan dalam mengelola modal intelektual mereka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pegawai seringkali kurang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pembagian tugas yang kurang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pegawai. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi modal intelektual dan implementasinya dalam organisasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan modal intelektual dan strategi untuk mengoptimalkan potensinya menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. 
Hal ini diketahui dari data pra survey yang dilakukan terhadap 30 orang pegawai, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 1.3
Hasil Kuisioner Pra Survey Mengenai Efektifitas Organisasi  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis)
	No
	Pernyataan
	Ya
	Tidak
	Ya
	Tidak

	1.
	Pencapaian Tujuan:
[bookmark: _h95arr45e4p3]Pegawai selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan
	12
	18
	40%
	60%

	2.
	Kualitas Kerja:
Pegawai selalu teliti dalam pengerjaan tugas untuk mendapatkan hasil yang maksimal
	20
	10
	67%
	33%

	3
	Kuantitas Kerja:
Mampu menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah ditugaskan
	16
	14
	53%
	47%

	4.
	Tapat Waktu:
Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mencapai sasaran yang telah dicapai
	17
	13
	57%
	43%

	5.
	Kepuasan :
Pegawai mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam aspek situasi pekerjaan dan organisasi pegawai berada
	13
	17
	43%
	57%



Berdasarkan hasil pra survey pada tabel 1.3 dapat diketahui bahwa indikator pencapaian tujuan dan kepuasan masih belum optimal. Pencapaian tujan persentase 40% dan kepuasan persentase 43%, pencapaian tujuan dan kepuasan tentunya akan mempengaruhi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis jika efektivitas organisasinya  kurang optimal ini paragrafnya kurang. Selain faktor-faktor di atas yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah faktor kepemimpinan. Utuk tercapainya tujuan organisasi dipengaruhi peran dari semua elemen yang ada didalamnya, mulai dari pimpinan, karyawan, dan lain sebagainya. Salah satu faktor keberhasilan efektifitas organisasi juga ditentukan oleh  kebijakan pimpinan memimpin bawahannya dengan efektif. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi, artinya efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara perilaku pemimpin dengan tuntutan situasi. (Fiedler dalam Robbins & Judge, 2014). Organisasi tanpa pemimpin akan sulit mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemimpin merupakan the back bone dalam organisasi. Pemimpin berperan dalam mengarahkan semua aktivitas yang ditujukan untuk mencapai sasaran tersebut. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi orang-orang dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pegawai kurang optimalnya kepemimpinan adalah kurang adanya pemberian motivasi pada pegawai seperti memberikan arahan, kurang mendorong/menyemangati dengan memberi insentif pada pegawai, belum optimalnya kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, dan belum optimalnya penciptaan kondisi kerja yang kondusif yang disebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana kerja dan kurangnya pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pangan Pasal 2 Ayat (3) huruf t bahwa tugas kepala dinas salah satunya yaitu mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut. Dengan demikian untuk mengetahui prestasi kerja pegawai, maka pimpinan dapat mengevaluasi pelaksanaan tugas pegawai melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai.
Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan-permasalahan pada BPKD Kabupayen Ciamis jika dibiarkan terjadi maka menyebabkan banyak target pekerjaan yang tidak tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Ketidakberhasilan dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi tidak akan mencapai sasaran tugas dilihat dari kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan yang berlaku, proses kerja pegawai menjadi tidak konsisten dalam melaksanakan beban pekerjaannya sesuai dengan jadwal atau target waktu yang ditentukan, proses pekerjaan dalam organisasi memakan waktu yang lama, kurang tepat sasaran atau pegawai kurang mampu bekerja secara tepat dan cermat.  Selanjutnya kurang adanya kerjasama diantara pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga organisasi tidak mampu mencapai tujuannya secara optimal. Oleh karena itu agar organisasi dapat efektif dalam mencapai tujuannya, organisasi berupaya membentuk sumber daya manusia atau perilaku pegawai untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman karena merupakan kapabilitas dan kompetensi sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selain itu pemimpin berperan dalam mengarahkan semua aktivitas yang ditujukan untuk mencapai sasaran tersebut. Dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) akan mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut.
Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil pra survey dengan menyebarkan kuesioner terhadap 30 orang pegawai sebagai berikut:
Tabel 1.4
Hasil Kuisioner Pra Survey Mengenai Kepemimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis)
	No
	Pernyataan
	Ya
	Tidak
	Ya
	Tidak

	1
	Human Capital (Modal Manusia)
Karyawan BPKD Kabupaten Ciamis memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
	

17
	

13
	

57%
	

   43%

	2
	Structural capital atau organizational capital (modal organisasi)
BPKD Kabupaten Ciamis memiliki sistem informasi yang efektif untuk mendukung kinerja organisasi.
	

19
	

    11
	

63%
	

   37%

	3
	Relational capital atau costumer
 capital (modal pelanggan)

BPKD Kabupaten Ciamis responsif terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan/masyarakat.

	

14
	

     16
	

47%
	

   53%




Berdasarkan hasil pra survey  pada tabel 1.4  dapat diketahui bahwa Relational Capital atau Customer Capital (modal pelanggan) masih belum optimal. Relational Capital atau Customer Capital (modal pelanggan) memiliki persentase sebesar 47% tentunya ini akan mempengaruhi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis) jika kepemimpinannya kurang optimal. Berdasarkan hasil penelitian Karina Dwi Oktaviani (2017) menunjukan bahwa modal intelektual mempunyai pengaruh yang positif terhadap inovasi. Semakin baik kualitas modal manusia yang dimiliki perusahaan, maka dapat membantu perusahaan dalam melakukan inovasi. Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif terhadap inovasi. Pemimpin merupakan penggerak dalam perusahaan. Mereka memiliki cara tersendiri dalam mengatur sumber daya yang ada dengan budayanya masing-masing, sehingga untuk dapat mendorong terwujudnya inovasi pada perusaahaan diperlukan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional dengan otoriter gaya asia dan pemimpin yang berorientasi kewirausahaan. Selanjutnya hasil penelitian Zulkarnain Nasution (2014) menyebutkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi. Semakin efektif kepemimpinan dijalankan, maka organisasi akan berjalan lebih efektif.
Faktor kepemimpinan diduga berpengaruh terhadap efektivitas organisasi BPKD Kabupaten Ciamis. Hal ini disebabkan level pimpinan kurang mampu membagi habis tugas – tugas pokok dan fungsinya kepada seluruh stafnya. Akibat dari ini semua, maka tidak semua pegawai bekerja sesuai kemampuannya, satu sisi terdapat pegawai yang sangat sibuk dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan pimpinan karena kedekatan pribadi atau emosional yang lain. Namun di sisi yang lain banyak juga pegawai yang menganggur dalam seharian karena tidak diberi tugas atau tidak ada tugasyang harus dikerjakannya. Fenomena masalah yang terjadi di BPKD Kabupaten Ciamis adalah efektivitas organisasi masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh modal intelektual dan kepemimpinan yang belum dilaksanakan secara optimal.  Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil pra survey dengan menyebarkan kuesioner terhadap 30 orang pegawai sebagai berikut:


Tabel 1.5
Hasil Kuisioner Pra Survey Mengenai Modal Intelektual
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis)
	No
	Pernyataan
	Ya
	Tidak
	Ya
	Tidak

	1.
	Kemampuan untuk membina kerjasama dan hubungan yang baik :
Pimpinan BPKD Kabupaten Ciamis mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis
	20
	10
	67%
	33%

	2.
	Kemampuan yang efektivitas:
Pimpinan BPKD Kabupaten Ciamis mampu menentukan prioritas kerja dengan tepat
	14
	16
	47%
	53%

	3
	Kepemimpinan yang partisipatif :
Pimpinan BPKD Kabupaten Ciamis melibatkan staf dalam pengambilan keputusan penting.
	19
	11
	63%
	37%

	4.
	Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau waktu :
Pimpinan BPKD Kabupaten Ciamis mampu membagi tugas sesuai dengan kemampuan staf.
	17
	13
	57%
	43%

	5.
	Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang:
Pimpinan mempercayai kemampuan staf dalam menjalankan tugas yang didelegasikan
	13
	17
	43%
	57%




Berdasarkan hasil pra survey pada tabel 1.5 dapat diketahui bahwa indikator kemampuan yang efektifitas dan indikator Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang masih belum optimal. Kemampuan yang efektifitas memiliki persentase 47% dan Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang  memiliki persentase 43%. Hal ini menunjukan jika kemampuan yang efektifitas  dan kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang di  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis) masih kurang optimal. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai kondisi kapabilitas dan kompetensi sumber daya pegawai yang merupakan modal intelektual dalam organisasi. Kemudian bagaimana pemimpin dalam mengarahkan semua aktivitas organisasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Berdasarkan fenomena–fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modal Intelektual Dan Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah 
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang didasarkan pada latar belakang penelitian sebagai berikut:
1.2.1 Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang didasarkan pada latar belakang penelitian sebagai berikut:
1. Belum tercapainya target dalam bekerja ditunjukkan melalui hasil penilaian kinerja dan prestasi kerja. Total capaian kinerja pegawai hanya 86,55% dari target 100%.
2. Pegawai kurang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam memahami tugas pokok dan fungsi. Hanya 57% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab.
3. Adanya pembagian tugas pada para pegawai yang kurang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan staf dalam tugas yang didelegasikan hanya 43%.
4. Masih kurangnya menentukan prioritas kerja dengan tepat. Kemampuan menentukan prioritas kerja hanya 47%.
5. Kurang adanya pemberian motivasi pada pegawai seperti memberikan arahan, kurang mendorong/menyemangati dengan memberi insentif pada pegawai. Semua aspek perilaku kerja hanya mencapai 85% dari target 100%.
6. Belum optimalnya kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan organisasi hanya 40%.
7. Belum optimalnya penciptaan kondisi kerja yang kondusif yang disebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana kerja dan kurangnya pengawasan dan pengendalian. Kepuasan pegawai hanya 43%.
8. Belum optimalnya responsif terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan/masyarakat. Relational Capital atau Customer Capital hanya 47%.


1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimanapengaruh modal intelektual dan kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui:
1. Pengaruh modal intelektual terhadap efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis
2. Pengaruhkepemimpinan terhadap efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis
3. Pengaruh modal intelektual dan kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan dan memperdalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai dalam intelektual dan kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak sebagai beriku
1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis melalui analisis modal intelektual dan kepemimpinan
2. Bagi Manajemen Pemerintahan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya di bidang manajemen Sumber Daya Manusia yang dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan organisasi pemerintah daerah.

